BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
INFORMASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah
diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bulukumba
Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Komisi Informasi
Daerah, maka perlu segera
dilaksanakan;



Mengingat :

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24

1.

ayat (1) Undang- Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Komisi Informasi
terdiri atas Komisi Informasi Pusat,
Komisi Informasi Provinsi, dan jika
dibutuhkan dapat dibentuk Komisi
Informasi Kabupaten,;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Komisi
Informasi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 tentang Kebebasan
Mengemukakan Pendapat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3789);



4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 387);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4252);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan  Kedua  atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15.Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pembentukan Komisi Informasi
Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
INFORMASI DAERAH

Pasal 1

Melaksanakan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Komisi Informasi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor
3).



Pasal 2

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bulukumba serta
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi
pelaksanaan  Peraturan Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi
pelaksanaan  Peraturan Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI BULUKUMBA,
ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 6






